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Ce:ggah Kekerasan Anak

Homist VIl Ingim APA Dperkua

Senayan menyayangkan berkurangnya anggaran
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA) serta Komisi Perlindungan
Anak Indonesia (KPAI). Ini bertolak belakang dengan
kebutuhan riil di tengah meningkatnya kasus
kekerasan pada perempuan dan anak.

ANGGOTA Komist VI Muha-
mad Abdul Azis Sefudin me-
ngatakan, kondist it harus
Jadi perhatian senius, Karena
menyangkul masa depan bangsa.
Pasalnya. pemberdayaan perem-
puan dan perlindungan anak
bukan 1su pinggiran, melainkan
fondasi pembangunan manu-
sia yang menentukan kualitas
generast mendatang,

“Sangat disayangkan karena
setiap tahun angka kekerasan pe-
rempuan dan anak i meningkal,
Sedangkan anggaran Kemen-
terian PPPA dan juga KPAI
menurun tahun int," Kata Azts

dalam Keterangannya, Selasa
(27/112026).

Politzkus PDIP ity menilai,
penuruman anggaran berpolensi

melemahkan Kapasitas negara |

dalam melakukan-pencegahan
dan penanganan kekerasan, Di
saal yang samd, persozlan 1ni
tidak busa diselesarkan dengan
pendekatan admimistratif semata.

Dan data yang dimilikinya,
kekerasan terhadap perempuian
dan anak tidak lagt hanya ter-

Jadi secara fisik, tapt Juga te-

lsh merambah ruang digital.
Perkembangan teknologi justru
membuka ruang baru bagt pelaku

FB PRIBAD

Muhamad Abdul Azis

kekerasan untuk menyasar kor-
ban secara lebih sistematis.

“Contoh hart i banyak yang
viral adalah child grooming dan
Jugza kekerasan anak di digital
D dapil saya, media sostal jad:
ajang saling ejek antar sekolah,”
ujar legislator Dapil Jabar 111
fersehu.

Dia mendorong kajian me-
nyeluruh terkant lonjakan ka-
sus Kekerasan yang terjad: be-
lakangan. Negara perlu memas-
(tkan, apakah pemngkatan angka
discbabkan oleh keterlambatan
penanganan, lemahnya pence-
gahan, atau Justru karena minim-
nya sostalisast kebijakan,

Lebih lamut. dia menegaskan
penlingnya penguatan regu-
last dan kebijakan pencegahan,
Aspek hukum harus jadt pilar
tama unluk menekan prevalenst
kekerasan terhadap perempuan
dan anak. Keterbatasan anggiran
{idiak boleh dijadikan alasan me-
lemahnya perlindungan negara,
“Kebijakan harus dumbangi
dengan pengaturan yang lebih
komprehensif dan berbasis ka-

Jian yang solid,” ueapnya.

Senada, anggota Komisi VIII
DPR Hidavat Nurwahid mene-
gaskan, persoalan perlindungan

perempuan dan anak tidek dapal
ditangam secara parsial. tu butuh
dukungan anggaran memada
nfuk menopang kinerja. Hal itu
mesti diperjuangkan bersama DPR
dengan pihik eksekunf.

Dia mengingatkan, isu perem-
puian dan anak merupakan fondas
strategs g vist Indonesta Emas
2045, Kualitas perlindungan han
int akan menentukan wajah bangsa
dua dekade mendatang. Jka ngin
melihat nastb bangsa 20 tahun ke
depan, ihatlah apa yang dilakukan
har ini.“Stapa menanam, dia yang
mengetam,” fegasnya.

Kebijakan perlindungan, sam-
bungmya tidak boleh hanya fokus
pada Korban, tapi Juga menyasar
akar persoalan dalam eluarga,
“Penguatan peran ayah dan ting-
sumg Jawab kepala Keluarga sa-
ngal penting agar perempuan dan
anak benar-benar terlindungr,”
tutup polikus PKS itu. meye
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